
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR: !f 'TiVu il 74t3

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya

Aparatur yang Profesional dan dalam upaya pembinaan

*"tt. pengembangan karier pegawai, dipandang perlu

memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo

.rrrt t mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih

tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan

pemberian tugas belajar dan izin belajar;

bahwa Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2O1O

tentang Ketentuan Pemberian T\rgas Belajar Dan lzin

Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

PemerintahKabupatenKarosudahtidaksesuailagt
dengan perkembangan saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Tugas

Belajar d'an lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

b.

c.

l.Undang-undangNomorTDarutatTahun1956tentang
Pembentukan baerah otonom Kabupaten-Kabupaten
DalamLingkunganDaerahPropinsiSumateraUtara
1L"*b".", 

-N"gft" Republik Indonesia Tahun 1956

Nornor 5g, taLuarran Lembaran Republik Indonesia

Negara Nomor tO92l;

Mengingat

2. Undang-Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

pendidikan Nf"ional, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78' Tambahan Lembaran

N"g"t* Republik Indonesia Nomor a3O1);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 53, TLmbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a389 );

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A12 Tentang
pendidikan Tinrti (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLZ Nl-mor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil wegara lLmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun iOt+ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9\;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

Pemerintahan 
"Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaim".r, 
"t"lrh di.'Uuft beberapa kali terakhir

deng;; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ke-dua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2At4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58'

fairUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e1;

T.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2olotentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran-Negara Republik
Indonesia Tahun zorc Nomor 74, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu* 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aL6 Nomcr 174, Tastbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oI7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lem!3ran Negara

Republit< Indonlsia Tahun 2oL7 Nomor 63, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor60ST|;

10. Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun t96L tentang

Pemberian T\rgas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun tgOt Nomor 234, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor22TS]{

11. Peraturan...



t 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

l"rrt"rrg Pedoman PengelJlaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diu6ah beberapa kali terakhir

deng;n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentang
PedomanPengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

N"g"tJnepublik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 2A361;

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun

2oL6tentangPembe-ntukanPerangkatDaerah
Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun2}l6NomorO5,TambahanLembaranDaerah
Kabupaten Karo Nomor O3);

peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Su*u.ta., Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangtat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Kard Tahun COLO Nomor 35, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04

Tahun ZO1T tenting Perubahan atas Peraturan Bupati
KaroNomor35Tahun2016tentangKedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2Afl Nomor O4);

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang

TugasPokok,-Fungsi,danUraianT\rgasBadanDaerah
Ka6upate, K"ro (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2Ot6 Nomor 40);

L2.

13.

14.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI

NEGERISIPILDILINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Karo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah BuPati Karo'

4. Sekretaris...
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4.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten
Karo.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang "et"niuillj-' ai*i"gf."t ppr adalah pejabat - yang mempunyal

kewenangan menetapkan qengangkatall'.pemindahan'
dan pemU".fr.tti"t' ptg'**i a[aratur-Sipil Negara dan

pembinaan manajt*ttt np"'utt" Sipil Negara di instansi

ie.rreti"t ft seJuai d'engan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat

BKD adalah unsur penunjanq qremerintahlll
kepegawaian dan pengemblngan sumber daya manusla

yang"menj adi kewenangan daerah'

7. Pegawai Negeri Sipil yryg selanjutnya disingkat PNS

adalah *""g'"-r.g*t' tndonesia yang memenuhi syarat

tertentu, aiangtit sebagai Pegawai ASN. secara tetap

oleh pejab"f i"*Uina kipeg'ti*i" untuk menduduki

jabatan Pemerintahan'
8. Tugas Belajar adalah penugasan oleh Bupati tttP193

PNS untuk ;t;;ik"ti pendidikan ke tingkat yang lebih

tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pergun'lan Tinggi

Negeri atau' ffig;;'Jt"** Swasta dalam jangka

waktu tertentu, Jesuai dengan bidang studi atau ilmu

atau keahtian'r*ttg telaf, ditentukan' baik dalam

daerah, luar daeiah maupun luar negeri'

9. lzinbelajar adalah izinyangdiberikan oleh Bupati atau

pejabat v""g aiaelegasikan" sesuai kewenangan -untuk
memberit ^iliin nJlajar kepada PNS yang.melanjutkan

pendidikan ke tingkat yang lebih .tinggi' baik yang

diselenggarakan olefr Perguruan Tinggr Negeri atau

Perguruan Tinggi Swasta, s6rta ujian penyetaraan paket

B dan Paket C-

10. Program Studi adatah kesatuan kegiatan Pendidikan

danpembelajaranyangmemilikikurikulumdanmetode
pemUetaj"t"" tertentrl dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi' danlatau pendidikan

vokasi.

11. Perguruan Tinggi Negeri Yltg selanjutnya disingkat PTN

adalah e..grrii"tt 
"ti"ggi y"ttg didirikan dan/atau

d.iselengg at akan oleh Pemerintah'

12. Perguruan Tinggr Swasta yang selanjutnya disingkat

PTS adal"f, p"6,ruan Tinggi yang didirikan dan/atau

diselenggarakan oleh masyarakat'

13.Pendidikanjarakjauhadalahpendidikanyangpeserta
didiknya teipisah dari pendidik dan pembelajaranrrya

menggun"r."ii berbagai sumber belajar melalui teknologi

t<omunitcasi, informasi dan media lain'

14. Pendidikan Formal adalah pendidikan umum pada

perguruan tinggi yanq 
-q?Fat 

memberikan pengetahuan

d.t, k"t"tamPilan bagi PNS'

15. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi

Program Sarjana dan/atau program pascasarjana yang

diarahkarrp"a.penugasaan-danpengembangancabang
ilmu Pengeiahuan dan teknologi'

16. Pendidikan...



5

16. pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi

Program diploma yang menyiapkan mahasisw" 1r:t*
peferjaan d.t g tt keahlian terapan tertentu sampal

program sarjana teraPan'

17. Pendidikan Profesi merupakan merupakan Pendidikan

Tinggr setelah progra-m sarjana yang menyiapkan

Mahasiswa dalam 
- pekerjaan yang memerlukan

persyaratan keahlian khusus'

18. Sponsor adalah Negara/ Kementerian I lembaga I
Swasta / Perguruan Tinggi yalq membiayai

pelaksanaan Tugal Behjar dan bersifat tidak mengikat.

19. Pejabat Yang Berwenang adalah PPK atau pejabat yan-g

mendapat dElegasi sebagian wewenang dari PPK untuk
memberikrtt T,rg"* Belajar maupun Izin Belajar'

20.Rekomendasiad.alahpersetujuanyangdjberikanoleh
pejabat vang Berwenang, Sekietaris Daerah atau Kepala

BKD Kabupiten Karo kepada PNS yang akan mengikuti

pendidikan, baik Tlrgas Belajar maupun Izin Belajar'

2l.Pendelegasianadalahpendelegasianwewenangkepada
PejabatsertaprosedurpemberianT\rgasBelajardan|zin
eetajar pNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

Tlrgas Belajar diberikan dalam rangka menyiapkan

Sumber Daya Aparatur yang memiliki pengetahllan'
sikap, keterampilan dan k"*'"*p'an yang diperlukan
,r"t f. *"tr.r3u.rrg peningkatan kinerja Perangkat

Daerah.

Tugas Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang

melunjut t r.r prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang

baik.

Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang salna

untul mengikuti Ttrgas Belajar sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Jenjang Pendidikan yang diambil PNS harus memiliki
keterkaitan atau "".o*p.,n 

dengan dasar pendidikan

PNS sebelum mengikuii T\rgas Belajar sebagaimana

yang telah diatui dalam peraturan- perundang-

Lrrdlttg.tt, kecuali ditentukan lain dalam peratuan

perundang-undangan lainnYa'

PNS yang menggambil Tugas Belajar dibebaskan dari

lrrg.*-t {." k"iIt.*.tt sehari-hari selama mengikuti
p.ttaiaitan pada Perguruan Tinggi'

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Bagian Kedua...
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Bagian Kedua
Jenis T\rgas Belajar

Pasal 3

(1) Jenis Tugas Belajar bagi PNS terdiri atas pendldikan

akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi;

t2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat\-' 
(U terd.iri atas Program Sarjana (S1) dan Program

iascasarjana yang nieliputi Program Magister (S2) dan

Program Doktor (S3);

(3)Pendidikanvokasisebagaimanadimaksudpadaay?t(1)
terdiri atas Program Oiploma 1 (D-1), Program Diploma

2 (D-II), Prograri Diploma 3 (D-III) dan Program Diploma

IV (D-IV) atau sarjana teraPan;

(4) pendidikan profesi sebLsaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu progra* spesialis dan atau program keahlian
khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belaj ar

Pasal 4

Ketentuan Pemberian T\rgas Belajar untuk Program Diploma

I (D-1), Diploma Il (D-lI), biplo** 3 (D-III), Digloma IV (D-IV)'

Piogram Strata I (S-1), Program Strata 2 (S-2) dan Program

Strita 3 (S_3) ir.r,r" memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a. PNS dengan masa kerja paling l<rtrang 2 (dua) tahun
terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. batas usia PNS, Yakni :

1. program diploma l, Diploma II: Diploma III dan

Programstratal(S-1)atausetaraberusiapalingtinggi
25 (dua Puluh lima) Tahun;

2. program strata II (S-2) berusia paling tinggi 37 (trga

puluh tujuh) Tahun;

3. program strata III (S-3) berusia paling tinggi 4O (empat

puluh) Tahun.

c. batas usia PNS tenaga kesehatan, yakni :

1. program diploma III, diploma IV (D-IV) dan program

*tt.t* I (S-i) harus sudah menyeles{k-q tugas belajar
paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;

2. prograrn diPloma III, diPloma
strata I (S-1) Yang berasal

IV (D-IV) dan Program
dari daerah terPencil,

perbatasan, tertinggal, kePulauan
iudah menyelesaikan tugas belajar
usia 50 (lima Puluh) tahun;

dan terluar harus
paling tinggr Pada

d. pangkat...

3. program dokter, apoteker, program profesi ners'- 
irt"i"t" profesi psikologi klinik, program spesialis I'
pto[.a* itrata rf 1Sz; u-i., setara, Program strata III
(S3), program spesiaiis It atau setara, harus sudah

*"tty"t"".lkan tugas belajar paling tinggi pada usia 5O

(lima puluh) tahun.
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d. pangkat/gol.ruang minimal :

1. untuk program pendidikan D-I' D-II' D-III' minimal

pangkat/ gol.ruang lL I a',

untuk program pendidikan strata I (S-1) atau setara

minimal pangkatl gol.ruang lllb;
untuk program pendidikan S-2 dan profesi minimal
pangkat/ gol.ruang III/a;

4. untuk pendidikan S-3 minimal pangkatl gol'ruang

rrrlb.

memilikinilaiprestasikerjauntuk2(dua}tahunterakhir
dengan nilai setiap unsur minimal baik;

program stud.i yang . diikuti tetah mendapat

persetu.iuan atau lt tJait."i minimal B dari lembaga yang

berwenang;

bagiPNSyangmendudukijabatanstrukturaldanjabatan
fungsional dibebaskan dari j abatannya;

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang

atau berat; dan

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai

PNS.

Bagian KeemPat
Jangka Waktu T\rgas Belajar

Pasal 5

(1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar :

a. program diploma I (D-I), paling lama 1 (satu) tahun;

b. program diploma II (D-II), paling lama 2 (dua) tahun;

c. program diploma III (D-III), paling lama 3 (tiga)

tahun;

d. program diploma lV (D-IV) atam Strata I (S-1) paling

lama 4 (emPat) tahun;

e. program strata II (S-2), paling lama 2 (dua) tahun;

f. program strata III (S-3), paling lama 4 (empat) tahun'

\21 Jangka waktu T\rgas Belajar sebagaimana dirnaksud
pada ayat (U dapat dikecualikan apabila program

pendidikandanpirraksponsortelahmenetapkanjangka
waktu penyelesaian program pendidikan yang

ditempuh;

(3} Jika PNS tid,ak dapat menyelesaikan waktu pelaksanaan\-' 
irg"* belajar sebagaimana yang telah ditentukan, dapat

diierpanjang pat;g lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua)

semester dengan persetujuan sponsor;

(4) Perpanjangan Tlrgas E914"t sebagaimana dimaksud
p*d* "y"t- 1a} dapat diberikan kepada peserta T\rgas

Belajar karena :

a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan
dengan k"t"r*t gan dari sponsor yang diikuti;

o

3.

e.

f.

h.

b. sakit...
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b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan

Dokter sehingga peserta tugas belajar tidak dapat

mengikutistudidalamsemesteryangbersangkutan;

c.ketentuanpembuktianketerangansakitkeras
sebagaim"rr" yrrg disebutkan pada huruf b tetap

men[lkuti ketentuan dari pihak sponsor;

d. ketentuan pembuktian keterangan sakit keras

sebagaim"rr. yu'ttg disebutkan pada huruf b yang

pendanaanyu. t"t"r*ber dari APBD Kabupaten Karo

aisampaikankePPKmelaluiBKDKabupatenKaro.

(5) Dalam penambahan waktu pelaksantll-l'ga's belajar

sebagai mana dimaksud pada ayat {41 PNS tetap dapat

menirggalkan tugas_tugas kedinasannya sebagaimana

ketentuan yang berlaku bagi tugas belajar;

(6) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan

kepada PPK palin g tu,naat 3 (tiga) bulan sebelum masa

Ttrgas Belajar berakhir;

(71 PNS yang telah selesai melaksanakan tugas U91"jT\ / 
wajib-bekerja kembali untuk negara pada unit kerja

puh. instaisi tempat pegawai bers.angkutan bekerja

semula dengan ketentuan sebagai berikut :

a.pemberiantugasbelajardidalamnegeriatauluar
negeri, kewajiban keria yang harul dijalani adalah

dua tati *J", tugas belajar (n) ditambah 2 (dua)

tahun atau dalam rumus (2n+21;

sebagaicontoh,untukmasatugasbelajar3tahun,
makakewajibankerjaadalahsebagaiberikut:

Kewajiban Kerja: (2x3) * 2:8 tahun

b.denganmempertimbangkankebutuhanorganisasi
dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan
perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit
ileda di Instansi sebagaimana yang dimaksud pada

huruf a dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan
kebijakan dari PPK.

(8) Bagi calon Peserta Thgas Belajar yarrF telah diterima
oleh Perguruan Tinggi tempat belajar' selanjutnya
diusulkanolehBKDkepadaPPKuntukpenerbitan
Surat KePutusan T\rgas Belajar;

(9) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian iiazah

kedalam pangkat yang lebih tinggi'

Bagran kelima
Mekanisme Pengajuan T\rgas Belajar

Pasal 6

(1) PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

Pasa.l 4 diusulkan oleh pirnpinan unit kerja masing-

masinguntukmengikuti-seleksiataumendaftarpada
PTN/PTS Kepada ppX melalui BKD Kabupaten Karo

untuk merriperoleh Rekomendasi mendaftar atau

mengikuti tes masuk dengan melampirkan persyaratan

sebagai berikut :

a. surat...
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a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit
kerja masing-masing;

b. surat penawaran atau brosur dari sponsor'

c. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang

merekomendasikan PNS yang bersangkutal karena

p.ltt"*i kerja, dedikasi yang tinggr'- disiplin' serta

ioyalitas dan Program studi atau keilmuan yang

aipifift d.ibutuhkan oleh unit kerja yang

bersangkutan.

d. foto CoPY ljazah terakhir'

Pengiriman PNS untuk mendaftar atau mengikuti tes

maJuk PTNIPTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan setelah mendapat Rekoqendasi dari

Ptk, dengan ketentuan biaya untuk keperluan seleksi

dit";gg,rrig oleh Pemerintatr Kabupaten Karo sepanjang

t.*"ffp"i" keuangan daerah memungkinkan dan

tertampungpadanpeotahunberjalan,atauditanggung
PNS yang bersangkutan;

BagiPNsyangtelahmendapatkanSuratRekomendasi

""f,"gti*u,rrr. 
ii*"ksud pada ayat (2\, dan dinyatakan

lulus atau diterima di lembaga penyelenggara

p."aia*.tt, dapat mengajukan Permoholan T\rgas

behjar di atas materai np OOOO,- Kepada PPK melalui

BKD Kabupaten Karo dengan melampirkan :

a. foto copy SK pengangkatan sebagai CPNS;

b. foto copy SK pengangkatan sebagai PNS;

c. foto copY kartu PNS (Karpeg);

d. foto coPY SK Pangkat terakhir;

e. foto coPY SK jabatan (bila ada);

f. foto coPy SKP 2 tahun terakhir;

g. surat rekomend'asi dari pimpinan instansi untuk
mengikuti Pendidikan;

h.suratketerangankepalaperangkatdaerahtentang:
l.tidaksedangmenjalanihukumandisiplintingkat

sedang atau berat;

2.tid'aksedangmenjalanipemberhentiansementara
sebagai PNS;

i.suratrekomendasipersetujuanuntukmendaftar
atau mengikuti tes masuk PTN/PTS dari PPK yang

telah dikeluarkan sebelumnYa;

j. surat lulus seleksi atau keterangan dari lembaga

penyelenggara Pendidikan'

k. daftar riwayat hidup yang diketahui dan

ditandatangani kepala perangkat daerah'

1. surat perjanjian atau pernyataan tugas.belajar yang

ditandatatgattiolehpxsyangbersangkutandiatas
materai rP- 6OOO,-.

(4) Setiap Pemberian T\rgas Belajar ditetapkan dengan

surat KePutusan BuPati'

(3)

Pasal 7...
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Pasal 7

Kewajiban Peserta Ttrgas Belajar :

a.menandatanganidanmentaatiperjanjiantugasbelajar;

b. menaati ketentuan peraturan disiplin dan kode etik PNS;

c. mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jurusan/program

studi yang teah ditetapkan, serta tidak boleh pindah dan

,t.r, *"t i*tah jurusan/program studi lainnya;

d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan

tepai waktu u."rr"i Jurat keputusan tugas belajar;

e. menyampaikan laporan kemajuan belajar tiap semester

tepaaa ipl( *"f"f"i Kepala BKD Kabupaten Karo dengan

melamPirkan;

1. foto copy kartu hasil studi (KHS) yang dilegalisir;

2. foto copy kartu tanda mahasiswa (KTM) yang

dilegalisir;

3. foto copy kartu rencana studi (KRS) yang dilegalisir'

f. menyampaikan laporan akhir tugas be-laja1 kepada PPK

melaluiKepalaBKDKabupatenkaroselambat-lambatnya
15 (lima bllas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas

belajar.

Bagian keenam
BerakhirnYa T\rgas Belajar

Pasal 8

(1) Pemberian T\rgas Belajar kepada PNS dinyatakan

berakhir aPabila :

a. telah lulus atau menyelesaikan pendidikan

berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga

pendidikan tempat PNS yang bersangkutan

mendaPat tugas belajar;

b. karena satu dan lain ha] tidak dapat melanjutkan
pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau

keterangan dari lembaga pendidikan yang

bersangkutan;

c. tidak dapat meyelesaikan progm1 q:"didikan sesuai

dengan 
'batas waktu yang Glah fifentut<an untuk

jenii dan tingkat pendidikan yang diikuti;

d. pindah atau alih tugas ke luar daerah;

e. melanggar peraturan disiplin -PNS 
serta ketentuan

lainnya yan; berlaku pada lembaga pendidikan' atau

m"rattgg; ["4"t'3i"tt atau pernyataan tugas belajar

yang Pernah ditandatangani;

f.bekerjapadainstansilaintanpapersetujuanPPK;
g. berakhirnya batas jangka YqtY yang tercantum

dalam suiat keputusan tugas belajar;

h.tidakmelaksanakansalahsatuataukeseluruhan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7'

2. BerakhirnYa...



{2)

(3)

(4)

(s)

l1

Berakhirnya tugas Belajar ditetapkan dengan

Keputusan PPK;

PNSyangtelahselesaimenjalankantrrgasbe}a]arwqiib
;.i"i,;;LpadaPPK palit'g 1u'*' 15 (lima belas) hari

kerja sejak terakhirnya masa tugas belajar;

Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana

ai*"t",ra pada ayat (3i, PNS yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan

send.iri dan dikerrr.f.n sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan surat Keputusan Pengakhiran Ttrgas

Belajar PNS tersebut suaaft dapat ditugaskan atau

aitrrrSrrtdalamsuatupekerjaanataujabatanolehPPK'

Pasal 9

Berakhirnya T\rgas Belajar sebagaiman-a dilaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) f,uruf b iampai dengan huruf f-dan huruf h

Gil 
-*.rrg.*balikan seluruh biaya tugas belajar yang

f"tta.tt.*ttfu. b"t.rrmber dari APBD Kabupaten Karo'

Pasal 1O

Ketentuan pengembalian seluruh biaya yang t*1"!
dikeluarkan seblgaimana yang dimaksud d4* Pasal 9

tidak berlaku Uag"fUS yang beisangkutan meninggal dunia'

(1)

{21

Pasal 1 1

selama melaksanakan tugas belajar PNS yang

bersangkutan tetap menerima hak kepegawaian;

Hak kepegawaian yang dimaksud pada ayat {1)' terdiri
.tr= 'g;ii, t<endt<an g ii berkala, kenaikan
pangkatlgoiorg*t serta hak kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal L2

lzin Belajar diberikan guna peningkatan dan

pengembrrg.t kompetensi PNS dalam menunjang

kinerja Perangkat Daerah;

IzinBelajardiberikansecaraselektifkepadaPNSyang
memenuhi PersYaratan;

(1)

{21

{31 lzin belajar...
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(3) Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu

diberikan ,,,,..t i"t'gt'iuangan kompetensi didasarkan

pada ketentuan V""g ditetapkan peraturan perundang-

undangan lainnYa'

Bagian Kedua
Pokok-Pokok Kebijakan

Pasa1 13

Izin Belajar harus mempertimbangkan:

a. pendidikan yang. - ditempuh dapat , ,mendukung
pelaksanaan trlgaJi 

"bu"t"tt 
pada Perangkat Daerah ;

b. keterkaitan atau serllmpun antara pendidikan yang

ditempuhdengankualifikasipendidikansebelumnya;

c. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerj a dan tidak

mengganggu pelaksanaan tugas pokok kedinasan'

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 14

(1) Kewenangan PPK dalam pemberian izin belajar dapat

didelegasik; kepada Sekretaris Daerah atau Kepala

BKD KabuPaten Karo;

(2lPend.elegasianolehPPKsebagaimanadisebutkanpada
ayat (1) kepada - SekrJtaris Daerah' untuk
penandat""C;; izin belajar bagi PNS yang mengikuti

Program p#JiJif.an Magisier (S2) dan Program Doktor

(s3);

(3) Pendelegasian oleh PPK kepada Kep3la BKD Kabupaten

Karo u"Urg"1*.n" disebuikan p.a, pasal (1) ultu\
penandatJ;;;; izin belajar bagi PNS vang mengikuti

ujian penf.taraan p"I:t 
- ?-'- f*ktt- -,C' 

Program

PendidikanD-I,D-II,D-III,D-IVatausarjanaterapan'
program Profesi dan S-1;

Bagian KeemPat
Mekanisme atau Prosedur

Pasal 15

(1) PNS yang akan meningkatkan pendidikan melalui lzir'
belqi ar rr"."*-i"tf ebih Jahulu mingaj ukan Rekomendasi

mendafta, .i., mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi

Kepada PPK melalui BKD Kabupaten Karo dengan

meiampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. surat permohonan ditujukan kepada pimpinan unit

kerja masing-masing;

b. brosur dari Perguruan Tinggi;

b. surat...



(2)

(3)

(4)

t3

c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah

PNS bersangkutan;

d. foto copy ijazah terakhir'

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada .ayat (1)

di"3.rtr., sebelum PNS mendaftarkan diri untuk

mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi;

Pemberian rekomendasi mendaftar atau mengikuti tes

masuk Perguman Tinggi dapat diberikan secara

perseorangan atau kolektif'

PNS yang mengajukan lzin belajar harus melampirkan

persyaratan sebagai berikut:

a. foto CoPY SK Pangkat Terakhir;

b. foto coPY Kartu PNS atau KarPeg;

c. foto coPY SK Jabatan {bila ada};

d. foto coPY SKP 2 tahun terakhir;

e. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani
Kepala Perangkat Daerah;

f. jadwal Perkuliahan;
g. surat keterangan asli yang dikeluarkan oleh

Perguruan tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang

berlangkut"" t ta.f, diterima sebagai mahasiswa;

h. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah;

i. surat rekomendasi atau persetujuan untuk
mendaftar atau mengikuti tes masuk yang telah

dikeluarkan sebelumnya;

j.suratpernyataandiataskertasbermateraiRp.600o,-
yang memuat tentang:

l. tidak akan menuntut penyesuaian iiazah dan

pencantuman gelar terkecuali formasi

memungkinkan;
2. keglat ri- b"1*3". dilaksanakan diluar jam kerja

dan tidat< menggangu tugas-tugas kedinasan;
3. siap menanggu"g biaya pendidikan sampal

dengan selesai;
4. melaporkan hasil

seme$ter kePada
perkembangan studi Per

PPK melalui BKD Ka.buPaten

Karo.

k. surat Keterangan Kepatr'a Perangkat Daerah tentang :

l.tidaksedangmenjalanihukumandisiplintingkat
sedang atam berat;

2. tidak redang menjalani pemberhentian sementara

sebagai PNS.

t5) Fermoho *a* lziti BetraSar disampaikan paling lambai 3\ ' (tiga) bulan setelah menjalani pendidikan;

t6) 1n* b,elajar tlCak dapat rliberik*'* jika p*rm+h*rran'
1 ', disampailan melampaui batas waktu sebagaimana

disebutkan dalam aYat (5)'

Bagian Kciirna'..
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Bagian Kelima
Persyaratan lzin Belaj ar

Pasal 16

Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan' lzin belajar dapat

diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 2

(dua) tafrun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. pangkat/gol.ruang minimal :

1. jenjang pendidikan SMP minimal Pangkat/ Gol'Ruang

rl a;

2.jenjangpendidikanSLTAsederajatminimalPangkat/
Gol.Ruangl lb;

3. jenjang pendidikan D-I, D-II minimal Pangkatl

Gol.RuanglIla1,

4. jenjang pendidikan D-III, minimal Panrgkatl Gol'Ruang

trlb;
5. jenjang pendidikan D-IV atau Sarjana Terapan dan S-1

hit i*"f Pangkat/ Gol'RuangllIc;

6. jenjang pendidikan S-2 dan Profesi minimal Pangkatl

Gol.Ruang III/a;

7. jenjang pendidikan S-3 minimal Pangkat/ Gol'Ruang

rrr/b.

c.memilikinilaiprestasikerjauntuk2(dua)tahunterakhir
dengan nilai setiap unsur minimal baik;

d. program studi yang afgn diikuti telah mendapat

p"rI"t r.iuan atau L*"aitt"i minimal B dari lembaga yang

berwenang;

e.izinbe|ala.rbagiPNShanyadiberikanbagimerekayang
menempuh ;;didikan di iembaga pendidikan yang tidak

melaksanakan kelas jauh;

f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak

berlaku bagi CNS yang *tn"mpuh pendidikan pada

Universitas Terbuka (UT)

g.PNStidakberhakmenuntrrtpenyesuaiantlazahkedalam
pangkat Yang lebih tinggi;

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 17

PNS yang memperoleh lnn Belajar berhak menerima gaji,

t"r*if..ri g"jl terkala, serta hak kepergawaian lainnya

""*r"i 
a"ngan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 18...
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Pasal 18

PNS yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban:

a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan

uraian tugas- poi."? a"t"fungsi *"1* jlUalan pada unit

kerja PNslesuai dengan ketentuan jam kerja;

b. melaporkan hasil perkemlangan studi et' semester

kepada PPK melalui kepala BKD Kabupaten Karo'

Pasal 19

pemberian rzin Berajar terhadap pNS yang diwajibkan oleh

peraturan p"*r.d*g-undan[an agar ..meningkatkan
pendidikannyaataupenyetaraa.ntetapmengikutiketentuan
peraturan Bupati ini,- kecuali diientukan lain dalam

peraturan perundang-undangan lainnya'

Pasal 2O

Rekomendasiuntukmendaftarataumengikutitesmasuk
il;g;; Tinggi ;ehlui mekanisme tzi.. Belajar dapat

diberikan tcepaffi-rtts yr.rg telah memiliki masa kerja paling

singl"t 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS'

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Bagian kesatu
BiaYa Pendidikan Ttrgas Belajar

Pasal 21

(1)BiayauntukpelaksanaanT\rgasBelajarterdiridari:
a. pembiayaan oleh Pemerintah melalui APBD

Kabupaten Karo Pos BKD Kabupaten Karo sepanjang

kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan

tertampung pada APBD tahun berjatan;

b. pembiayaan yang bersumber dari Sponsor;

c. pembiayaan secara bersama {Cosf Shaingl antara
pemeriitah Kabupaten Karo dengan sponsor atau

Lembaga pemberi Beasiswa sebagaimana yang

dimaksud Pada huruf b;

d. biaYa sendiri.

l2l Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sanlpal a"ng; huruf d dapat diberikan bantuan

pendidikan dari Pemerintah Daerah sepanjang

kemampuan anggaran memungkinkan dan ditampung

Pada APBD tahun berjalan'

(3)Pemberianbantuanpendidikansebagaimanadimaksud
pada *y.f (zi dapat diberikan apabila memiliki Indeks
prestasi terbaik secara propor"irnal menurut jenjang

pendidikan;

b. Pasal 22...
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Pasal22

Apabila Ttrgas Belajar dlbi.ayai dari Pemerintah Daerah'

t i*porr"r, Li.y" rrigas eelajar atau pemberian bantuan

pendidikan terdiri atas :

a. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester;

b. tunjangan penelitian dalam rangka pen5rusunan

i[rip*i] Tesis dan Disertasi dibayarkan sekali dalam

masa PendidikannYa;

c. biaya wisuda, dibayarkan sekali dalam masa

pendidikan.nya.

Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Sponsor' ]<omponen
biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku dari

Sponsor tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

PadasaatPeraturanBupatiinimulaiberlaku,Peraturan
frrp"ti Karo Nomor 10 Tahun 2OlO tentang Ketentuan

PemberiantugasBelajardan]tzinBelajarPegawaiNegeri
Stprl Di Lingliungan iemerintah Kabupaten-.Karo (Berita

Daerah Kabupatei t<rto Tahun 2O1O Nomor 1O) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku'

(2\

Bagian Kedua
BiaYa Pendidik an lzin Belaj ar

Pasal 23

Biaya pendidikan bagi PNS 
- 
yang diberikan lzin Belajar

alU.O""f.an kepada PNS yang bersangkutan'

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Tugas Belajar dan lzin belajar yang telah dikeluarkan

sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini -dinyatakan 
tetap

ulrr.r.., *r*p"i alngan habis *"*u. berlaku Tugas Belajar

darrlzin Belajar.

Pasal 26...



Peraturan BuPati
diundangkan.

t7

Pasal26

ini mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
penemPatannYaAgar setiaP orang mengetahuinYa'

p3"grr"a*rg"tt Peraturan Bupati ini dengan

a*J* Beritl Daerah Kabupaten Karo'

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 90 il?Ell 2"19

Diundangkan
pada tanggal

di Kabanjahe

3o Qrur1 u'5
SEKRETA H KABUPATEN KARO

KELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2OI9 NOMOR If

TERKELIN BRAHMANA


